




A. Latar Belakang 
 Berakhirnya rezim orde baru dan lahirnya orde reformasi membuat 
Indonesia bersiap menuju negara yang demokratis. Itulah yang terjadi pada 
tahun 1998, di mana berakhirnya kekuasaan rezim Soeharto yang telah 
memimpin lebih dari 30 tahun. Berakhirnya rezim Soeharto menjadi titik 
balik demokrasi di Indonesia. Selama kepemimpinan Soeharto, demokrasi di 
Indonesia menjadi barang mewah. Misalnya saja kebijakan fusi partai. 
Kebijakan ini membuat beberapa partai terpaksa bergabung dengan partai 
yang telah ditentukan oleh pemerintah (Golkar, PDI, PPP). Ditandai dengan 
berdirinya beberapa partai politik selain tiga partai yang ada, era Indonesia 
yang demokratis hanya tinggal menunggu waktunya saja (Salim, dkk, 1999). 
 Setelah rezim jatuh, segera berdiri banyak partai. Pendirian partai ini 
merupakan gejala yang umum di setiap proses transisi, karena secara 
konstitusional dan institusional partailah yang sebagain besar akan mengisi 
proses transisi selanjutnya ke demokrasi. Pendirian partai-partai ini sendiri 
sudah diprediksikan banyak pengamat jauh-jauh hari. Karena itu, pendirian 
partai bukan semata “hak” orang-orang atau kelompok yang ikut dalam 
proses penumbangan rezim, tetapi juga oleh mereka yang dianggap 
tidak ikut serta secara langsung (Salim, dkk ,1999).
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 Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999, 
pada pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1999, Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh suara terbanyak, 
disusul Golongan Karya (Golkar), kemudian berturut-turut Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat 
Nasional (PAN). Meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 
merupakan pemenang pemilu tidak secara otomatis Megawati, yang 
dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menjadi 
presiden. Akan tetapi yang kemudian terpilih menjadi presiden adalah KH 
Abdurrahman Wahid karena koalisi yang dilakukan bersama beberapa partai 
sehingga suara di Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) sangat kuat dan mampu 
mengalahkan Megawati dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau 
PDIP nya. Terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid sebagai presiden RI ke 
empat melalui Sidang Umum Majelis Perwakilan Rakyat (SU MPR) 
menandai untuk pertama kalinya presiden Indonesia di pilih melalui pemilu. 
Walaupun saat itu rakyat belum memilih secara langsung presidennya, akan 
tetapi hal ini merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia. Karena bertahun 
tahun Indonesia dipimpin oleh ke otoriteran Soeharto lewat demokrasi 














1 PDIP 153 (33,12%) 
2 GOLKAR 120 (25,97%) 
3 PPP 58 (12,55%) 
      Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999 
 
 Setelah sukses dengan pemilu pertamanya, Indonesia kembali 
menyelenggarakan pemilu yang kedua secara langsung pada tahun 2004. 
Selain memilih DPR secara langsung, pada pemilu kali ini presiden juga 
dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada pemilu legislatif, Golkar menjadi 
pemenang, dengan diikuti oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 
(PDIP) dan diposisi ketiga ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian 
pada pemilu presiden dan wakil presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan 
Jusuf Kalla atau yang lebih dikenal SBY-JK menjadi pemenangnya. 
Keduanya diusung oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, dan Partai 
Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dengan strategi yang lebih unggul, 
Demokrat beserta koalisinya akhirnya memenangkan pemilu presiden 2004. 
Pun demikian terjadi pada pemilu tahun 2009. Susilo Bambang Yudhoyono 
(selanjutnya akan ditulis SBY) kembali memenangkan pertarungan. Kali ini 
SBY berpasangan dengan Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat 
beserta koalisinya. Berbeda dengan tahun 2004, Partai Demokrat kali ini 













PEROLEHAN SUARA JUMLAH 
KURSI DPR RI JUMLAH PERSEN 
1 GOLKAR 24.480.757 21,58 128 
2 PDI-P 21.026.629 18,53 109 
3 PKB 11.989.564 10,57 52 
4 PPP 9.248.764 8,15 58 
5 DEMOKRAT 8.455.225 7,45 57 
6 PKS 8.325.020 7,34 45 
7 PAN 7.303.324 6,44 52 
8 PBB 2.970.487 2,62 11 
9 PBR 2.764.998 2,44 13 
10 PDS 2.399.290 2,13 12 
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2004 
 









1 DEMOKRAT 20,85% 150 
2 GOLKAR 14,45% 107 
3 PDI-P 14,03% 95 
4 PKS 7,88% 57 
5 PAN 6,01% 43 
6 PPP 5,32% 37 
7 PKB 4,94% 27 
8 GERINDRA 4,46% 26 
9 HANURA 3,77% 18 
   Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 2009 
 
 Strategi untuk mendapatkan suara terbanyak pada pemilu secara 
langsung sangat menentukan kemenangan suatu partai politik. Apalagi pemilu 
yang diselenggarakan secara langsung, di mana warga mempunyai hak suara. 
Partai politik yang mampu memenangkan hati warga dan mampu meyakinkan 
warga dengan berbagai program yang nantinya akan dijalankan selama 
menduduki pemerintahan, kemungkinan besar akan bisa memenangkan 
pemilu secara langsung. Ada berbagai cara yang digunakan oleh partai politik 
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untuk merangkul warga supaya memilih partai politik tersebut. Salah satu 
strateginya adalah dengan mendekati tokoh masyarakat yang berpengaruh di 
daerah. 
Tokoh mayarakat adalah kelompok-kelompok yang terdiri dari tokoh-
tokoh masyarakat baik dari tokoh agama, tokoh adat, dan budaya (Setiadi dan 
Kolip, 2013:46). Tokoh masyarakat merupakan salah satu kekuatan yang 
mampu mempengaruhi proses politik, sedangkan bentuk pengaruh dari 
kekuatan mereka terletak pada pemberian dukungan kepada salah suatu 
program pemerintah dan kandidat politik. Posisi tokoh masyarakat ini 
menjadi penting dalam realitas politik sebab para tokoh masyarakat ini 
biasanya menjadi panutan bagi pengikutnya.  
Setiadi dan Kolip (2013:46) menjelaskan bahwa kedudukan tokoh 
masyarakat yang bersifat primordial dan emosional akan sangat berpengaruh 
di kalangan penganutnya. Posisi penting tersebut dapat dilihat ketika 
banyaknya anggota masyarakat ketika akan menentukan pilihannya di dalam 
pemilu justru meminta “fatwa” dari tokoh tersebut. “Rekomendasi” tokoh 
masyarakat tersebut biasanya menjadi referensi pilihan bagi para 
penganutnya, sedangkan loyalitas anggota masyarakat kepada tokoh-
tokohnya dilatarbelakangi oleh suatu tingkat keyakinan bahwa sikap dan 
perilaku pemimpin informal tersebut mutlak benar, lebih-lebih jika tokoh 
masyarakat tersebut berasal dari tokoh spiritual.  
Indonesia sendiri mempunyai enam agama yang diakui oleh 
pemerintah. Sehingga jika dipisah berdasarkan agama, Indonesia mempunyai 
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enam tokoh spiritual. Akan tetapi dengan mayoritas penduduknya yang 
beragama islam, mendekati kiai merupakan cara yang cukup ampuh untuk 
merangkul pemilih, terutama pemilih yang berada di daerah mayoritas Islam. 
Kiai merupakan salah satu tokoh masyarakat agama yang cukup berpengaruh. 
Selain mempunyai tingkat spiritual yang tinggi, hampir setiap perkataan kiai 
selalu didengar oleh masyarakat.  
Hubungan kyai dengan masyarakat tersebut membentuk suatu pola 
yang disebut patron dan klien. Dalam Ghaliya (2012), hubungan patronase 
dan klien antara kiai dan masyarakat menjadi pertimbangan tersendiri bagi 
para kontestan pemilu untuk mendekati kiai. Bagi kontestan pemilu, mencari 
dukungan dari atas lebih mudah daripada menggali dukungan dari basisnya, 
terutama dalam hubungan yang bersifat patronage (Setiadi dan Kolip, 
2013).Fatwa dan nasehat Kyai senantiasa dijadikan sebagai preferensi sosial-
politik yang dipatuhi umatnya. Dengan otoritas kuasa dan moral yang 
dimilikinya, Kyai mampu menggerakkan masyarakat dalam menentukan 
pilihan politik. Selain hubungan patron dan klien, kiai juga termasuk elite 
sosial kultural di tengah-tengah masyarakat yang dalam struktur sosial 
kultural masyarakat dianggap sebagai raja-raja lokal yang bisa menggerakkan 
kehidupan masyarakat, sehingga tidak berlebihan apabila kiai diposisikan 
layaknya raja yang disanjung dan dihormati. 
Noeh (2014) menjelaskan bahwa kyai, dalam banyak hal, memiliki 
pengaruh yang besar di tengah masyarakat. Seorang kyai, dalam pandangan 
umatnya, adalah ulama yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa. 
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Sebagai seorang ulama, dialah referensi yang selalu dijadikan rujukan para 
umat dalam hal keyakinan dan praktik keislaman. Kyai adalah pemimpin 
kharismatik dengan otoritas yang sangat besar. Pengaruh kyai boleh 
dikatakan meliputi hampir semua kehidupan masyarakat desa. Kepemimpinan 
tokoh agama sesungguhnya adalah kepemimpinan kharismatik yang berporos 
pada personal leadership. Dalam konteks ini ulama adalah patron bagi 
umatnya (client) dalam sebuah relasi yang paternalistik.Dalam hubungan 
paternalistik ini, kyai menempati posisi sentral. Hubungan ini 
menghubungkan dan mengikat santri dan masyarakat kepadanya. Pengaruh 
kyai ini, dalam masyarakat Islam Indonesia sudah mengakar. Mereka 
merupakan bagian dari kalangan elit dalam struktur sosial, politik, dan 
ekonomi masyarakat setempat, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat 
kepadanya sangat tinggi. Mereka merupakan pembuat keputusan yang efektif 
dalam kehidupan sosial politik di Indonesia. 
Hampir di setiap pesta demokrasi, kiai selalu menjadi rujukan para 
calon yang memperebutkan kekuasaan. Gejala ini dapat dilihat ketika para 
tokoh politik berkunjung ke suatu pesantren untuk meminta restu atau 
dukungan dari pemangku pondok pesantrennya (Setiadi dan Kolip, 
2013:46).Pada pemilu presiden tahun 2014 dimana ada dua kandidat yaitu 
Prabowo dan Jokowi, keduanya saling berebut untuk mendapatkan dukungan 
dari kyai. Seperti yang diberitakan oleh media, untuk menarik dukungan dari 
beberapa kyai, pasangan Prabowo-Hatta memberikan beberapa program 
untuk menyejahterakan pondok pesantren dengan memberikan dana BOS 
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untuk pesantren. Pasangan Jokowi-JK juga tidak mau kalah dengan 
mendekati beberapa kyai yang berpengaruh. Apalagi PDI-P, partai dimana 
Jokowi bernaung, berkoalisi dengan PKB, yang mana PKB ini kita ketahui 
adalah partai yang banyak didukung oleh para kyai, terutama kyai NU. 
Dibuktikan dengan dukungan kyai se-jawa yang telah setuju untuk 
mendukung pencalonan Jokowi sebagai calon presiden (tribunnews.com). 
Keduanya sadar akan pentingnya mendapat dukungan dari kiai, terutama kiai 
yang mempunyai pengaruh di masyarakat. Pada pemilu 2004 pun, ketika 
SBY-JK memenangkan pemilu presiden tak terlepas dari peran kiai, terutama 
kiai Jawa Timur. 
Dalam pemilihan presiden tahun 2004 yang dimenangkan oleh 
pasangan SBY-JK, lebih-lebih SBY-JK juga menang mutlak di Jawa Timur 
dengan mengungguli pasangan lainnya baik putaran I maupun putaran II. 
Padahal pada pemilihan presiden 2004 ada dua kiai yang ikut berpartisipasi 
dalam bursa capres-cawapres. KH. Hasyim Muzadi menjadi calon wakil 
presiden dari Megawati dan KH. Sholahudin Wahid di pihak lainnya sebagai 
cawapres dari Wiranto. Keduanya merupakan kiai NU yang sangat disegani. 
KH. Hasyim Muzadi pada saat itu merupakan ketua umum PBNU sedangkan 
KH. Sholahudin Wahid atau Gus Sholah merupakan adik dari Gus Dur 
sekaligus putra dari KH. Hasyim Asy’ari yang merupakan pendiri NU. 
Seperti kita ketahui, Jawa Timur merupakan basis masa terbanyak dari NU 
sehingga kemungkinan pemenang pemilihan presiden di Jawa Timur adalah 
antara Mega-Hasyim dan Wiranto-Sholah. Didukung oleh beberapa kiai yang 
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menyatakan dukungannya kepada antara dua capres-cawapres tersebut, 
semakin membuat peluang kedua pasangan tersebut untuk menang di Jawa 
Timur sangat besar. Akan tetapi yang terjadi adalah diluar prediksi pengamat. 
Di Jawa Timur, melalui dua kali putaran pemilihan presiden SBY-JK menjadi 
pemenangnya (Noeh, 2014). 
Strategi pasangan SBY-JK untuk memenangi persaingan di Jawa 
Timur juga tak terlepas dari strateginya mendekati beberapa kiai. Walaupun 
SBY tidak menggandeng figur kiai pada wakilnya (tidak seperti Mega dan 
Wiranto), tapi langkah SBY-JK untuk meminta dukungan kiai jauh lebih 
tepat. Dengan adanya media coverage, di mana kiainya bersedia di foto, ada 
statemen, lebih lagi ada statemen dari kiai yang memberikan dukungan 
terhadap SBY, membuat rakyat juga percaya bahwa SBY-JK di dukung oleh 
kiai. Selain media coverage, beberapa kyai juga memfatwakan haramnya 
presiden wanita. Hal ini membuat SBY-JK diatas angin, terutama di daerah 
yang mayoritas pemilihnya dari kalangan nahdliyin yang taat pada kyai, yang 
pada putaran II SBY-JK hanya menghadapi pasangan Mega-Hasyim. Para 
kyai semakin gencar mendukung SBY-JK untuk menjadi presiden RI (Noeh, 
2014). 
Pemimpin yang menang akan menentukan kebijakan di berbagai 
aspek dalam lima tahun ke depan. Karena produk dari politik adalah 
kebijakan publik (Setiadi dan Kolip, 2013). Termasuk didalamnya kebijakan 
dalam hal ekonomi. Aspek ekonomi mempunyai peran yang dominan. Karena 
ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan. Dalam Tambunan (2011), 
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pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi 
utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. Dalam hal memilih, rakyat tidak hanya 
mendasarkan pilihannya yang sesuai hati nuraninya saja, tetapi rakyat 
mencari referensi dari orang yang dianggap sebagai panutannya seperti kyai. 
Kyai yang mempunyai banyak pengaruh di masyarakat dan dianggap sebagai 
orang yang suci, terutama masyarakat islam tradisional, diharapkan 
memberikan petunjuk yang dapat mencerahkan masyarakat agar memilih 
calon yang dapat menyejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat. 
Sebagai gambaran, kinerja SBY pada periode pertamanya menjadi 
presiden, yang notabene di dukung oleh kyai, menunjukkan perkembangan 
yang bagus dibanding presiden sebelumnya yaitu Megawati. Terutama dalam 
bidang ekonomi dan stabilitas politik. Hal ini menimbulkan opini di 
masyarakat bahwa pilihan calon yang didukung oleh kyai pasti baik. 
Terutama di kalangan masyarakat Islam tradisional (red. NU). Masyarakat 
semakin percaya bahwa pilihan kyai itu baik. Faktanya, pada era SBY yang 
pertama, pertumbuhan ekonomi lebih meyakinkan dengan mencapai 
persentase 5,9% sedangkan pada era megawati pada angka 4,8%. Selama 
pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan. 
Pada era SBY yang kedua, SBY berpasangan dengan Boediono, kinerjanya 
juga cukup baik meskipun pertumbuhan PDB menurun menjadi 5,2%, akan 










Hamzah Haz SBY-JK SBY-Boediono 
2002-2004 2005-2009 2009-2010 
Pertumbuhan PDB (%) 4,8 5,9 5,2 
Kemiskinan (%) 17,2 16,5 13,74 
Pengangguran (%) 9,62 9,77 7,64 
   Sumber: Kuncoro (2012) 
Melihat fakta di atas, tentunya tidak berlebihan apabila ingin 
memenangkan pemilu, harus meminta dukungan dari kyai. Sebagai contoh, 
proses kemenangan pasangan SBY-JK di Jawa Timur. Padahal SBY-JK harus 
menghadapi dua kyai sekaligus pada pemilu 2004. Di Jawa Timur sendiri 
terdapat 4.404 pondok pesantren dengan jumlah santri jutaan. Jika seorang 
kyai mempunyai minimal 100 santri, dalam satu pondok pesantren punya 
potensi 200 suara, karena orang tua santri sudah pasti menjadi pemilih. Jika si 
santri sudah berhak memilih, kemudian ditambah si santri punya seorang 
kakak, maka potensi suara dalam satu pesantren mencapai 400 suara. Maka, 
jika seorang calon memegang separuh dari jumlah keseluruhan pondok 
pesantren yang ada di Jawa Timur, potensi suara yang akan didapat oleh si 
calon mencapai 800.000 suara.  
Tabel 1.5. Jumlah Pesantren dan Jumlah Santri 
WILAYAH JAWA TENGAH JAWA TIMUR 
Jumlah Pesantren 2.574 4.404 
Jumlah Santri 388.968 1.114.155 





Tidak bisa dipungkiri memang kalau di Jawa Timur terdapat banyak 
kyai. Sejarah mencatat di propinsi inilah lahir Organisasi Masa Islam terbesar 
di Indonesia, bahkan di dunia yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 yang 
didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari beserta kyai Jawa Timur lain. Jauh 
sebelum adanya Nahdlatul Ulama (NU), penyebaran agama Islam di 
Indonesia yang disebarkan oleh para wali yang terkenal dengan sebutan 
Walisongo yang mayoritas berasal dari Jawa Timur (5 Wali berasal dari Jawa 
Timur yaitu Sunan Ampel, Sunan Drajat, Sunan Bonang, Sunan Gresik dan 
Sunan Giri). Salah satu cara walisongo dalam menyebarkan agama islam di 
Nusantara adalah dengan mendirikan pondok pesantren. 
Selain di Jawa Timur, Walisongo sebagai penyebar Islam di 
Nusantara, juga tersebar diberbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. 
Di Jawa Barat hanya ada satu wali yang termasuk Walisongo yaitu Sunan 
Gunung Jati (Cirebon). Sedangkan di Jawa Tengah ada 3 Wali, yaitu Sunan 
Kalijaga (Demak), Sunan Kudus (Kudus), dan Sunan Muria (Kudus) 
(Muljana, 2005). Di Jawa Tengah, yang dulu mempunyai 3 Wali yang 
termasuk Walisongo, saat ini terdapat2.574 pondok pesantren. Dengan 
banyaknya kyai dan pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, peta 
perpolitikan di Jawa Timur juga mudah ditebak. Partai yang didukung kyai 
dan dekat dengan NU seperti PKB dan PPP menjadi partai yang dominan di 
Jawa Timur (KPU Jawa Timur). Berbeda dengan yang ada di Jawa Timur, di 
Jawa Tengah sendiri juga banyak terdapat kyai dan pondok pesantren, akan 
tetapi peta perpolitikan di Jawa Tengah tidak menunjukkan partai yang 
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didukung kyai dan dekat dengan NU menjadi dominan. Di Jawa Tengah 
sendiri, berdasarkan sumber dari KPU Jawa Tengah, PDI-Perjuangan menjadi 
partai yang dominan. Dalam pilgub tahun 2013 yang lalu PDI-Perjuangan 
yang mengusung Ganjar-Heru menjadi pemenang dengan PDI-Perjuangan 
tanpa berkoalisi dengan partai lain. Kemudian pada pemilu legislatif tahun 
2014 PDI-Perjuangan juga unggul dari partai lainnya sedangkan PKB yang 
merupakan partai dengan banyak dukungan dari kyai menempati posisi kedua 
setelah PDI-Perjuangan. 
Akan tetapi dominannya PDI-Perjuangan di Jawa Tengah tidak terjadi 
di salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pekalongan. 
Meskipun Kabupaten Pekalongan hanya berada di peringkat 2 dalam hal 
jumlah pesantren di bawah Kabupaten Brebes dan mempunyai jumlah santri 
hanya 12.623 santri di bawah Kabupaten Brebes (14.635 santri) dan 
Kabupaten Tegal (17.986 santri), akan tetapi untuk peta perpolitikan, partai 
yang dibentuk dan didukung oleh banyak kalangan kyai yaitu PKB menjadi 
partai yang dominan di Kabupaten Pekalongan.Hal ini hampir mirip dengan 
yang terjadi di Jawa Timur. Dimana dengan banyaknya kyai di sana dan 
banyaknya warga NU, partai yang didukung kyai dan beraliran NU menjadi 







Tabel 1.6. Jumlah Pesantren Se Eks Karisedenan Pekalongan 
WILAYAH Jumlah Pesantren  Jumlah Santri 
Kota Pekalongan 30  3.773 
Kab. Pekalongan 82 12.623 
Kab. Batang 57 7.446 
Kab. Pemalang 37 9.874 
Kab. Tegal 40 17.986 
Kab. Brebes 103 14.635 
Kota Tegal 7 1.435 
Sumber: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementrian 
Agama 
 
Selain itu, dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah yang 
mempunyai banyak pondok pesantren seperti, Kab. Kendal, Kab. Jepara, Kab. 
Demak, Kab. Grobogan, Kab. Magelang dan Kab. Cilacap, partai yang dekat 
dengan NU dan kyai (PKB) tidak menang secara dominan bahkan ada yang 
kalah telak.  
Berbeda dengan Kab. Pekalongan, partai yang dekat dengan NU dan 
kyai dalam hal ini PKB menang secara mutlak. Berdasarkan data dari Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kab. Pekalongan, PKB mendapat total 12 
kursi di DPRD Kab. Pekalongan, yang merupakan jumlah terbanyak dari 
partai lain. PKB adalah partai yang didirikan oleh NU untuk menjadi aspirasi 
warga NU. NU adalah organisasi massa yang terkenal dengan islam 
tradisionalnya, dengan berbagai acara keagamaan kultural yang diajarkan 
oleh kyai seperti tahlilan, barzanji, sholawat dan sebagainya. Dengan 




Kabupaten Pekalongan semakin menarik untuk diteliti bagaimana 
hubungan politik kyai dan masyarakat serta perekonomian daerahnya. 
Kabupaten Pekalongan mempunyai PDRB paling rendah diantara dua 
Kabupaten lain di daerah eks karesidenan Pekalongan yang mempunyai 
jumlah santri dan jumlah pondok pesantren paling banyak yaitu Kabupaten 
Tegal dan Kabupaten Brebes. Ternyata meskipun didominasi Partai 
Kebangkitan Bangsa yang banyak didukung kyai, PDRB masih rendah. Hal 
ini menimbulkan kontradiksi dengan yang terjadi dengan SBY di pusat. 
Sehingga semakin menarik untuk diteliti bagaimana pola hubungan 
masyarakat dengan kyai, kenapa masyarakat begitu percaya pada kyai 






Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 
membahas tentang “Peran Kiai yang Mempengaruhi Pilihan Politik 
Mayarakat terhadap Perekonomian Daerah: Suatu Kajian Ekonomi Politik”. 
Penulis ingin meneliti pola hubungan kyai dalam mempengaruhi pilihan 
politik masyarakat dan dampak pilihan politik masyarakat terhadap 
perekonomian daerah sebagai akibat peran pengaruh kyai yang ada di 
Kabupaten Pekalongan. 
Tabel 1.7. Perbandingan PDRB Kab/Kota 
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013 
No. Kab/Kota PDRB 
1 Kab. Pekalongan 3.758.993,95 
2 Kab. Tegal 4.233.513,40 
3 Kab. Brebes 6.390.184,05 
Sumber: BPS Jawa Tengah 
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B. Rumusan Masalah 
Bagaimana pola hubungan kiai terhadap pilihan politik masyarakat yang akan 
juga mempengaruhi perekonomian daerah? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan pola hubungan kiai dalam mempengaruhi pilihan 
politik masyarakat. 
2. Untuk mengetahui dampak pilihan politik masyarakat terhadap 
perekonomian daerah sebagai akibat peran pengaruh kiai. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Bagi Masyarakat 
Supaya lebih selektif dalam memilih calon pemimpinnya, yang mampu 
menyejahterakan rakyat banyak dan tidak hanya lembaga tertentu yang 
disejahterakan agar kesejahteraan rakyat tidak hanya menjadi impian 
belaka. 
2. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan peneliti bahwa tidak hanya modal uang saja yang 
dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat tapi modal sosial juga 
menjadi faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat. Selain itu struktur 
kekuasaan juga mempengaruhi struktur ekonomi suatu daerah. 
3. Bagi Pemerintah 
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Dalam negara demokrasi, pemerintah yang dipilih langsung oleh rakyat, 
dimana pemerintah yang berkuasa mempunyai kekuatan untuk membuat 
kebijakan, harus tetap memperhatikan rakyat yang telah memilihnya. 
Kebijakan yang diambil harus dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal ini 
akan menambah kepercayaan rakyat dan bisa berimbas pada pemilihan 
umum selanjutnya. 
4. Bagi Akademis 
Memberikan terobosan terbaru dalam khasanah ilmu ekonomi, 
bagaimanapun juga modal tidak hanya selamanya berbentuk uang, akan 
tetapi modal dalam bentuk interaksi antar masyarakat juga penting dalam 
menunjang perekonomian. Selama ini masih sedikit para ekonom dalam 















A. Landasan Teori 
1. Ilmu Politik 
a. Pengertian Ilmu Politik 
Budiardjo (1982) menjelaskan, politik (politics) adalah 
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu. Menurut Barents dalam Budiyono 
(2012:11), ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara. 
Ilmu politik disoroti melalui tugas untuk menyelidiki negara-negara itu 
sebagaimana negara-negara itu melakukan tugasnya. Sedangkan menurut 
Iwa Kusuma Soemantri dalam Budiyono (2012:14), ilmu politik adalah 
ilmu yang memberikan pengetahuan tentang segala sesuatu ke arah usaha 
penguasaan negara dan alat-alatnya atau untuk mempertahankan 
kedudukan/penguasaannya atas negara dan alat-alatnya itu dan/atau 
untuk melaksanakan hubungan-hubungan tertentu dengan negara-negara 
lain atau rakyatnya. 
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh 
masyarakat, dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang ataupun
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partai politik tertentu. Dalam Setiadi dan Kolip (2013:4) 
dijelaskan politik dapat dipahami sebagai proses pembentukan dan 
pembagian kekuasaan dalam masyarakat antara lain berwujud proses 
pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Dapat juga dipahami 
sebagai proses interaksi antara pihak penguasa dan pihak yang dikuasai. 
Definisi ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi 
yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. 
Di pihak lain, politik dianggap sebagai seni, strategi, dan ilmu untuk 
meraih kekuasaan dan mempertahankannya, baik secara konstitusional 
maupun inkonstitusional. Selain itu, politik juga dapat dilihat dari sudut 
pandang berbeda, misalnya: (1) politik dilihat sebagai usaha yang 
ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori 
klasik Aristoteles dalam Setiabudi dan Kotip, 2013:4); (2) politik 
dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan dan negara; (3) politik merupakan kegiatan yang diarahkan 
untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat; dan 
(4) politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan publik. 
b. Perilaku dan Partisipasi Politik 
Dalam sistem demokrasi, penting bagi individu atau kelompok 
tertentu untuk ikut berpartisipasi dalam politik, baik secara aktif maupun 
pasif. Aktif dalam artian ikut dalam kepengurusan partai, pasif dapat 
berupa hanya ikut memberikan suara pada pemilu saja. Partisipasi politik 
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diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat pada aktivitas politik. 
keikutsertaan tersebut terwujud dalam sikap dan tindakannya sebagai 
bentuk reaksi terhadap produk-produk politik. Setiadi dan Kolip 
(2013:128-129) menjelaskan bahwa partisipasi politik dipahami sebagai 
kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif 
dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan dan secara 
langsung atau secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah 
(public policy). Partisipasi politik merupakan kehendak sukarela 
masyarakat baik individu maupun kelompok dalam mewujudkan 
kepentingan umum. 
Herbert Miclosky mengemukakan bahwa partisipasi politik 
adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka 
mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara 
langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan 
umum. Sementara Norman H. Nie dan Sidney Verba mengemukakan 
partisipasi politik sebagai kegiatan pribadi warga negara yang loyal 
sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-
pejabat negara/ tindakan-tindakan diambil oleh mereka, yang teropong 
terutama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan memengaruhi 
keputusan-keputusan pemerintah, yaitu usaha-usaha untuk memengaruhi 
alokasi nilai secara otoritatif untuk masyarakat. 
Konsep partisipasi politik juga banyak dihubungkan dengan 
modernisasi dan pembangunan sosio-ekonomi. Ada dua pandangan yang 
mendasari hubungan antara kedua konsep tersebut, yaitu melihat 
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partisipasi politik sebagai alat dan sarana untuk mendukung modernisasi 
dan pembangunan. Argumentasinya adalah modernisasi dan 
pembangunan merupakan keputusan politik penting yang memengaruhi 
seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat yang 
terkena dampak dari proses modernisasi dan pembangunan tersebut 
berhak ikut menentukan proses tersebut. 
Selanjutnya, melihat partisipasi sebagai tujuan atau output 
modernisasi pembangunan sosio-ekonomi. Argumentasinya adalah jika 
partisipasi dijadikan sebagai sarana untuk melaksanakan modernisasi, 
maka hal itu akan memperlambat laju modernisasi. Karena dalam 
modernisasi dan pembangunan dibutuhkan orang-orang yang ahli 
(teknokrat dan birokrat). Kedua pandangan tentang hubungan antara 
partisipasi dengan modernisasi ini merupakan klasifikasi yang tipologis 
sifatnya karena dalam kenyataannya perbedaan itu tidaklah terlalu tajam. 
Namun partisipasi dipandang sebagai hal yang penting dalam masyarakat 
yang demokratis. 
Di pihak lain, ada pendapat yang menyatakan bahwa baru 
dikatakan partisipasi politik apabila seseorang atau kelompok dapat 
memengaruhi proses politik entah tindakan memengaruhi tersebut 
berhasil atau tidak (Setiadi dan Kolip, 2013:138). Dilihat dari sifatnya, 
tindakan memengaruhi proses politik dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu: (1) partisipasi politik secara langsung, artinya jika seseorang atau 
sekelompok orang berusaha memengaruhi pemerintah dengan kontak 
baik  secara tertulis maupun lisan, atau tanpa perantara; dan (2) 
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partisipasi politik secara tidak langsung, yang berarti memengaruhi 
pemerintah atau proses politik pada umumnya dengan menggunakan 
perantara. 
Setiadi dan Kolip (2013:146-148) menjelaskan mengenai 
bentuk-bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik dapat dibagi menjadi 
lima bentuk, yaitu: (1) kegiatan yang berkenaan dengan pemilihan 
umum; (2) lobbying; (3) kegiatan organisasi politik; (4) kontak dengan 
pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana kebijakan; dan (5) 
memengaruhi proses politik dengan kekerasan. Kegiatan yang termasuk 
dalam kategori bentuk pertama antara lain menjadi calon dalam 
pemilihan umum, memilih dalam pemilihan umum, ikut berkampanye, 
dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang kedua lobbying. Lobbying 
adalah kegiatan individu atau kelompok untuk memengaruhi secara 
langsung dengan pejabat pemerintah atau pemimpin politik tertentu 
dalam rangka mendukung atau menentang suatu rancangan keputusan 
pemerintah tertentu. Bentuk yang ketiga dalam partisipasi politik 
berbentuk keanggotaan seseorang dalam suatu partai politik tertentu 
secara aktif atau menjadi pengurus suatu organisasi partai politik. Bentuk 
partisipasi politik yang keempat adalah mengadakan kontak dengan 
pejabat pemerintah atau pemimpin politik untuk mendapatkan 
keuntungan bagi diri sendiri atau kelompoknya. Bentuk kelima dari 
partisipasi politik adalah mengadakan kudeta terhadap pimpinan 
politik/pemerintahan yang ada atau bertujuan untuk mengubah kebijakan 
tertentu dan bisa juga bertujuan untuk mengganti seluruh sistem politik 
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yang ada. Kegiatannya dapat berupa demonstrasi, huru-hara, 
pemberontakan, dan revolusi. 
c. Partai-partai Politik 
Partai politik pertama lahir di Eropa Barat. Dengan meluasnya 
gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta 
diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara 
spontan dan bekembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak 
dan pemerintah di pihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai 
manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang 
sedang dalam proses memodernisasikan diri. Maka dari itu, dewasa ini di 
negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa 
dijumpai, terutama di negara yang menganut paham demokrasi. Gagasan 
mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat 
berhak turut menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin yang 
nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). 
Budiardjo (1982) menjelaskan tentang pengertian Partai Politik, 
Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang 
sama.Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik 
dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mereka. 
Menurut Carl J. Friedrich dalam Budiardjo (1982), partai politik 
adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi 
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pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada 
anggota partainya kemanfaatanyang bersifat idiil maupun materiil. 
Sedangkan menurut R.H. Soltau, partai politik adalah sekelompok warga 
negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu 
kesatuan politik dan yang –dengan memanfaatkan kekuasaannya untu 
memilih- bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan 
kebijaksanaan umum mereka.  
Sigmund Neumann dalam karangannya Modern Political 
Parties mengemukakan definisi partai politik sebagai berikut: Partai 
Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk 
menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas 
dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 
yang mempunyai pandangan yang berbeda. (Sigmund Neumann dalam 
Budiardjo, 1982:162).  
Dalam Budiardjo (1982), partai politik menyelenggarakan 
beberapa fungsi sebagai berikut: 
a. Partai sebagai sarana komunikasi politik 
Dalam fungsi ini, terkadang partai politik dikatakan 
sebagai alat pendengar bagi pemerintah, sedangkan bagi 
warga masyarakat sebagai pengeras suara. Dalam fungsinya 
sebagai pengeras suara bagi masyarakat, partai politik 
menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat 
dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga 
kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. 
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Selanjutnya partai merumuskannya sebagai usul 
kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam 
program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan 
kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum 
(public policy). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan 
masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai 
politik.  
Di lain pihak partai politik berfungsi juga untuk 
memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana 
dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan 
demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke 
bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik 
memainkan peranan sebagai penghubung antara yang 
memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan 
warga masyarakat.  
b. Partai sebagai sarana sosialisasi politik 
Proses sosialisasi politik biasanya diselenggarakan 
melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus 
penataran, dan sebagainya. Sosialisasi politik mencakup 
proses bagaimana masyarakat menyampaikan norma-norma 
dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi 
proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa 
kanak-kanak sampai dewasa. Di dalam ilmu politik, 
sosialisasi politik diartikan sebagai proses dimana seseorang 
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memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik 
yang umumnya berlaku didalam masyarakat tinggal. 
Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisasi politik, 
partai politik berusaha menguasai pemerintahan melalui 
kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus 
memperoleh dukungan sebanyak dan seluas mungkin. Untuk 
itu partai berusaha menciptakan image bahwa ia 
memperjuangkan kepentingan umum.  
c. Partai politik sebagai sarana recruitment politik 
Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan 
mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam 
kegiatan politik sebagai anggota partai (political 
recruitment). Dengan demikian partai turut memperluas 
partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, 
persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik 
golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa 
mendatang akan mengganti pimpinan lama (selection of 
leadership). 
d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict 
management) 
Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedan 
pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika 
sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk 
mengatasinya. Akan tetapi dalam prakteknya, sering terlihat 
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bahwa fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang 
diharapkan. Jadi fungsi partai politik sebagai sarana 
pengatur konflik tidak berjalan dengan baik. Karena 
informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan 
dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan 
kepentingan nasional akan tetapi kepentingan partai politik. 
2. Ekonomi Politik 
a. Definisi Ekonomi Politik 
Menurut Staniland dalam Deliarnov (2006:8-10), ekonomi 
politik adalah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. Dalam 
bukunya yang berjudul What is Political Economy? A Study of Social 
Theory and Underdevelopment (1985) menjelaskan lebih mengenai apa 
yang dimaksud dengan teori sosial dan keterbelakangan. Bahwa 
hubungan antara politik dan ekonomi mengacu pada masalah dasar dalam 
teori sosial. Isu ini memunculkan pernyataan mengenai bagaimana kedua 
proses tersebut saling terkait dan bagaimana seharusnya mereka terkait. 
Pemaknaan ekonomi politik tidak terbatas pada teori sosial dan 
keterbelakangan semata, karena ekonomi politik sebagai suatu ilmu yang 
digunakan untuk pengelolaan masalah-masalah ekonomi negara. 
Pemerintah merupakan pembuat kebijakan publik baik dalam hal 
ekonomi maupun politik. Terutama setelah Keynes menemukan teori 
baru, bahwa dalam hal perekonomian tidak bisa hanya diserahkan pada 
produsen dan konsumen yang berinteraksi satu sama lain, akan tetapi 
 28 
 
campur tangan pemerintah diperlukan jika mekanisme pasar tidak bejalan 
sempurna. Berbagai keputusan yang menyangkut kebijakan publik 
dilaksanakan oleh pemerintah sesuai institusi ekonomi dan politik yang 
ada (Deliarnov, 2006:8-10).  
Menurut Caporaso dan Levine (1993), ekonomi politik adalah 
hubungan di antara aspek, proses, dan institusi politik dengan kegiatan 
ekonomi (produksi, investasi, penciptaan harga, perdagangan, konsumsi, 
dan lain sebagainya. Berdasar definisi tersebut, pendekatan ekonomi 
politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik dan kelembagaan 
ekonomi. Dalam politik, tersedia ruang (a place to act) untuk melakukan 
tindakan, sedangkan cara untuk melakukan tindakan tersebut ada dalam 
ekonomi (a way of acting). 
Pengertian ini menyangkal pengertian yang menyatakan bahwa 
pendekatan ekonomi politik berupaya untuk mencampur adukkan analisis 
ekonomi dan politik untuk mengkaji suatu persoalan. Keduanya 
mempunyai dasar yang berbeda, sehingga antara analisis ekonomi dan 
politik tidak dapat dicampur adukkan. Dalam pengertian pun antara ilmu 
ekonomi dan ilmu politik berbeda, dalam pengertian di antara keduanya 
mempunyai alat analisis sendiri. Walaupun mempunyai pengertian, 
dasar, dan alat analisis yang berbeda, antara kedua disiplin ilmu tersebut 
dapat disandingkan dengan pertimbangan keduanya mempunyai proses 
yang sama (Yustika, 2009:9). 
Menurut Caporaso dan Levine (1993), sifat kedua ilmu tersebut 
yang menyebabkan tidak dapat digabungkannya analisis ekonomi dan 
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politik. Secara definitif, ilmu ekonomi merujuk pada tiga konsep: 
kalkulasi (calculation), penyediaan materi (material provisioning), dan 
meregulasi sendiri (self regulating). Ilmu politik juga berjalan dengan 
tiga konsep baku, yakni politik sebagai pemerintah (government), otoritas 
yang mengalokasikan nilai (authoritative allocation of values), dan 
publik (public). Keduanya mempunyai perhatian yang sama terhadap isu-
isu sebagai berikut: mengorganisasi dan mengoordinasi kegiatan 
manusia, mengelola konflik, mengalokasikan beban dan keuntungan, dan 
menyediakan kepuasan bagi kebutuhan dan keinginan manusia (Menurut 
Clark dalam Yustika, 2009:9). Berdasarkan pemahaman ini, pendekatan 
ekonomi politik mempertemukan ekonomi dan politik dalam hal alokasi 
sumber daya ekonomi dan politik yang terbatas, untuk dapat memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Implementasi dari kebijakan ekonomi politik 
tersebut adalah selalu mempertimbangkan struktur kekuasaan dan sosial 
yang hidup dalam masyarakat, khususnyatarget masyarakat yang menjadi 
sasaran kebijakan. 
Dalam pendekatan ekonomi politik, struktur ekonomi politik 
terdiri dari dua bagian yang saling terkait. Pertama, kekuatan produksi 
material, yang meliputi pabrik dan perlengkapan, sumber-sumber alam, 
manusia dengan skill yang ada atau biasa disebut sumber daya manusia 
(SDM), dan teknologi. Kedua, relasi produksi-manusia, seperti hubungan 
antara para pekerja dan pemilik modal atau antara para pekerja dan 
manajer (Zimbalis et. Al., 1989). 
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Dalam proses pengambilan keputusan kebijakan ekonomi, ada 
dua perspektif yang biasa digunakan. Pendekatan pertama yaitu berbasis 
pada maksimalisasi kesejahteraan konvensional (conventional welfare 
maximization). Pendekatan ini berasumsi bahwa pemerintah (negara) 
bersifat otonom terhadap sistem ekonomi sehingga setiap kebijakan yang 
diciptakan selalu berorientasi kepada kepentingan publik. Pendekatan ini 
juga memasukkan model yang mempertimbangkan pemerintah sebagai 
agen yang memaksimalisasikan fungsi tujuan kesejahteraan publik, 
sehingga sering kali disebut dengan fungsi preferensi politik (political 
preference function/PPF). Pendekatan ini menganggap 
negara/pemerintah sebagai pihak yang mampu memakmurkan 
masyarakatnya. Pendekatan kedua mengacu pada asumsi ekonomi politik 
yang sering disebut dengan ekonomi politik baru (new political 
economy). Pendekatan ini merupakan kebalikan dari pendekatan pertama 
yaitu bahwa negara sangat berpotensi untuk mengalami kegagalan 
(government failure). Pendekatan ini lebih fokus kepada alokasi sumber 
daya publik dalam pasar politik (political market) dan menekankan 
kepada perilaku mementingkan diri sendiri (self-interest-motivated) dari 
politisi, pemilih (voters), kelompok penekan dan birokrat. Dalam 
pendekatan ini tidak dibenarkan membiarkan negara/pemerintah 
menguasai seluruh perangkat kebijakan (ekonomi) karena hal itu 
berpotensi menimbulkan misalokasi sumber daya ekonomi dan politik 
yang dapat menyebabkan kegagalan pasar.  
b. Sejarah Ekonomi Politik 
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Ekonomi politik merupakan bagian dari ilmu filsafat. Filsuf 
Yunani kuno seperti Aristoteles sudah membahas hubungan ekonomi dan 
politik. Pembahasan dan pengaplikasian teori ekonomi politik muncul 
pada abad ke-14 saat terjadinya transisi dari kekuasaan raja kepada kaum 
saudagar (merchant) dan dikenal dengan era merkantilisme. Tumbuhnya 
pasar ekonomi baru yang besar tersebut membuat aspiras-aspirasi 
individu dan memunculkan jiwa kewirausahaan yang sebelumnya ditekan 
oleh gereja, negara, dan komunitas. Praktik yang dilakukan oleh para 
saudagar tersebut sangat merugikan petani dan tidak disukai oleh Francis 
Quesnay, yang pandangannya dikenal dengan fisiokratisme (Deliarnov, 
2006, dan Yustika, 2009). 
Walaupun sudah ada pemikiran-pemikiran tentang ekonomi 
politik sejak masa Yunani kuno, akan tetapi ekonomi politik baru 
memperoleh bentuk pada abad ke-18, yaitu pada abad pencerahan 
(enlightenment) yang marak di Perancis dengan para pelopornya, antara 
lain Voltaire, Diderot, D’Alembert, dan Condilac. Kemudian, pakar 
ekonomi klasik David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori 
ekonomi politik lewat tulisannya yang berjudul On the Principle of 
Political Economy and Taxation. Kemudian pada tahun 1776 pakar 
ekonomi klasik lainnya, Adam Smith menulis The Wealth of 
Nations.Pakar ekonomi klasik lain yang juga cukup intens membahas 
ekonomi politik adalah Thomas Malthus (1766-1834) melalui dua 
bukunya Principles of Political Economy (1820) dan Definitions of 
Political Economy (1827) dan John Stuart Mill dapat dilihat pada 
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bukunya Principles of Political Economy with Some of Their Application 
to Social Philosophy (1848). Sedangkan istilah ekonomi politik (political 
economy) sendiri pertama kali diperkenalkan oleh penulis Perancis, 
Antoyne de Montchetien (1575-1621), dalam bukunya yang berjudul 
Treatise on Political Economy. Dalam bahasa Inggris, istilah ekonomi 
politik muncul lewat publikasi Sir James Steuart (1712-1789) pada tahun 
1767 dengan judul Inequiry into the Principles of Political Economy. 
(Deliarnov, 2006, dan Yustika, 2009). 
Pada awal-awal masa abad pencerahan tersebut, para ahli 
ekonomi politik mengembangkan ide tentang perlunya negara untuk 
mendorong kegiatan ekonomi (bisnis) agar perekonomian bisa tumbuh. 
Pada saat itu, pasar dianggap masih belum berkembang, sehingga 
pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuka wilayah baru 
perdagangan, memberikan perlindungan (pelaku ekonomi) dari 
kompetisi, dan menyediakan pengawasan untuk produk yang bermutu. 
Namun, pada akhir abad 18 pandangan itu ditentang karena pemerintah 
dianggap sebagai badan yang menghalangi untuk memperoleh 
kesejahteraan (Clark, 1998). Perdebatan diantara ahli ekonomi politik 
itulah akhirnya memunculkan beberapa aliran atau mazhab dalam tradisi 
pemikiran ekonomi politik. Secara garis besar, dikemukakan oleh 
Yustika (2009:3-4), mazhab atau aliran ekonomi politik dibagi dalam tiga 
kategori, yakni: (i) aliran ekonomi politik konservatif yang dimotori oleh 
Edmund Burke; (ii) aliran ekonomi politik klasik yang dipelopori oleh 
Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean 
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Baptiste Say; dan (iii) aliran ekonomi politik radikal yang 
dipropagandakan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de 
Condorcet, dan Karl Marx. 
Menurut Deliarnov (2006:2) menjelaskan selain ketiga mazhab 
tersebut, muncul juga Ekonomi Politik Baru (New Political Economics) 
yang di prakarsai oleh Kenneth Arrow, Mancur Olson, William Riker, 
James Buchanan, dan Gordon Tullock. Mereka mengembangkan teori 
ekonomi politik baru dengan dua variasi: Teori Pilihan Rasional 
(Rational Choice) dan Teori Pilihan Publik (Public Choice). Teori 
ekonomi politik baru ini memperhatikan fenomena, transaksi, dan 
penataan nonpasar. Padahal konsep nonpasar dapat digunakan oleh 
ekonom untuk menjelaskan dan menganalisis berbagai kebijaksanaan 
publik. Kemudian penggunaan analisis ekonomi politik dikembangkan 
lebih lanjut oleh pakar-pakar ekonomi yang tergabung dalam aliran 
institusional (Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam Deliarnov, 2006). Aliran 
institusional menggabungkan kedua analisis ekonomi dan politik secara 
timbal balik, yaitu penerapan metode analisis politik ekonomi yang 
berasal dari teori politik untuk memahami permasalahan ekonomi (the 
political theory of economics) dan penerapan analisis ekonomi politik 
yang berasal dari teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik 
(the economic theory of politics). 
Dilihat dari sejarahnya, sebenarnya ilmu ekonomi eksis dalam 
ranah ilmu pengetahuan karena dipandang sebagai ilmu sosial yang bisa 
menerangkan dengan tepat permasalahan manusia, yakni tentang 
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ketersediaan sumber daya ekonomi yang terbatas. Akibatnya 
memunculkan dua pertanyaan penting. Pertama, bagaimana 
mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara efisien 
sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Kedua, menyusun 
formulasi kerja sama (co-operation) ataupun kompetisi (competition) 
secara detail sehingga tidak terjadi konflik. Teori ekonomi politik, secara 
umum juga berfokus pada tujuan tersebut. Akan tetapi ada beberapa 
perbedaan pandangan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi 
politik dalam mencapai tujuan tersebut.  
Untuk memperkuat pemakaiannya, Yustika (2009:14-15) 
menjelaskan ada lima pendekatan ekonomi politik. Pertama, penggunaan 
kerangka kerja ekonomi politik berupaya untuk menerima eksistensi dan 
validitas dari perbedaan budaya politik, baik formal maupun informal. 
Kedua, analisis kebijakan akan memperkuat efektivitas sebuah 
rekomendasi karena mencegah pemikiran yang deterministik. Ketiga, 
analisis kebijakan mencegah pengambilan kesimpulan terhadap beberapa 
alternatif tindakan berdasarkan kepada perspektif waktu yang sempit. 
Keempat, analisis kebijakan yang berfokus ke negara berkembang tidak 
bisa mengadopsi secara penuh orientasi teoritis statis (static theoritical 
orientation). Kelima, analisis kebijakan lebih mampu menjelaskan 
interaksi antarmanusia. Dengan beberapa relevansi yang disebut diatas, 
pendekatan ekonomi politik dipandang lebih mampu menangkap kondisi 
riil yang hidup di masyarakat, khususnya dinamika sosial politik 
antarkelompok masyarakat. Bahkan dengan pendekatan ekonomi politik 
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mampu mengetahui mengapa satu kelompok masyarakat menolak suatu 
kebijakan, sementara kelompok masyarakat yang lain justru 
mendukungnya. 
Ekonomi politik percaya bahwa struktur kekuasaan dapat 
mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara, sedangkan ekonomi 
konvensional menganggap struktur kekuasaan tidak berpengaruh pada 
kinerja perekonomian. Dengan semakin terbukanya perekonomian 
diantara negara di dunia, banyaknya campur tangan lembaga-lembaga 
keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta keterlibatan 
perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara maju yang 
didukung oleh negara masing-masing, maka ekonomi tidak bisa lagi 
dipisahkan dengan politik (Deliarnov, 2006, dan Yustika, 2009). 
c. Prinsip Ekonomi Politik 
Dalam O’Hara (2007), Ekonomi politik menempatkan sejumlah 
konsep dasar dan teoritis untuk mengarahkan penelitian dalam ilmu 
sosial. Dasar yang digunakan berbeda-beda tergantung pada sekolah dan 
trend yang ada, akan tetapi para peneliti lebih sering menggunakan trend 
konvergensi dalam menulis penelitiannya.  
O’Hara (2008), dalam jurnalnya menjelaskan bahwa prinsip 
CCC (Circular and Cumulative Causation) sudah menjadi prinsip 
penting dalam kajian ekonomi politik selama lebih dari seratus tahun. 
Ada dua ekonom yang dianggap sebagai penemu atau pengembang dari 
prinsip CCC ini. Yaitu Gunnar Myrdal dan Nicholas Kaldor. Gunnar 
Myrdal mengembangkan konsep ini dari Knut Wicksell dan kemudian 
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mengembangkannya bersama Nicholas Kaldor ketika keduanya bekerja 
di United Nations Economic Commission for Europe. Latar belakang ide 
dari prinsip ini adalah perubahan pada sebuah lembaga akan 
mempengaruhi lembaga lainnya. Perubahan ini bersifat melingkar 
(circular) dan akan berlangsung secara terus menerus sehingga 
membentuk suatu siklus, di lain waktu dapat berpengaruh positif dan bisa 
juga berpengaruh negatif, serta secara kumulatif berlangsung pada setiap 
periode. 
O’Hara (2008) menjelaskan, meskipun Myrdal dan Kaldor 
sama-sama menggunakan dan mengembangkan prinsip ini, akan tetapi 
keduanya mempunyai bidang masing-masing. Myrdal konsentrasi pada 
aspek sosial dari pembangunan, sedangkan Kaldor lebih berkonsentrasi 
pada hubungan permintaan dan penawaran pada sektor manufaktur. Akan 
tetapi keduanya juga mempunyai persamaan ketika menggunakan prinsip 
CCC ini walaupun bidang konsentrasi keduanya berbeda. Yang pertama 
adalah prinsip circular causation, dalam prinsip ini antara variabel saling 
terkait, dan secara umum interaksi antar variabel tersebut bersifat 
komplek dan bermacam-macam. Circular causation adalah suatu 
pendekatan multi-casual dimana variabel inti dan hubungannya dengan 
variabel lain dijabarkan atau digambarkan. Dalam prinsip ekonomi 
politik CCC, tidak dikenal faktor teori tunggal karena ketergantungan 
antar faktor relatif kuat, dan menghubungkan variabel dalam proses 
penentuan yang utama. 
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Persamaan yang kedua adalah keduanya sama-sama 
menggunakan prinsip Cumulative Causation dalam menerapkan prinsip 
ekonomi politik CCC pada bidang masing-masing. Interaksi kumulatif 
sangat penting untuk studi empiris Myrdal dan Kaldor yang membahas 
mengenai uang, pertumbuhan, permintaan, penawaran, pembangunan dan 
etnis. Cumulative causation menguji dinamika kumulatif, dimana dalam 
umpan balik dan antara variabel biasanya cenderung memiliki pengganda 
atau dampak yang diperkuat pada hasil keseluruhan. 
Persamaan ketiga yang digunakan keduanya dalam melakukan 
penelitian pada bidang masing-masing adalah keduanya percaya bahwa 
proses kumulatif sering menimbulkan kontradiksi. Gordon (1991), 
mengkritik teori Kaldor karena terlalu banyak kumulasi dan hanya sedikit 
kontradiksi. Akan tetapi Kaldor sendiri tahu masalahnya (Kaldor, 1966). 
Sedangkan disisi lain, Myrdal menunjukkan kontradiksi yang lebih jelas, 
karena kumulasi yang terjadi lebih spesifik seiring dengan pembangunan 
yang tidak merata (O’Hara, 2008). 
Persamaan yang keempat, Myrdal dan Kaldor sama-sama 
menyadari pentingnya analisis sejarah, ruang, dan geografi, karena 
perubahan sosial ekonomi dan politik akan menentukan kondisi ataupun 
jalannya suatu evolusi dan transformasi. Kemudian perbedaan regional 
atau wilayah, hal ini berkaitan dengan geografi, dapat menimbulkan 
perbedaan pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah. Maka dari itu, 
keduanya menggunakan analisis sejarah, ruang, dan geografi, karena 
 38 
 
ketiganya menurut Myrdal dan Kaldor dapat mempengaruhi aspek-aspek 
ekonomi. 
Lebih jauh lagi, analisis sejarah atau Historis ini menjadi 
fenomena pada abad ke-19. Selain itu, prinsip Historis ini juga 
mengklaim bahwa seharusnya ekonomi politik berpusat pada proses 
sejarah karena menunjukkan kenyataan yang sesungguhnya. Tanpa 
prinsip Historis, ekonomi politik hanya akan menjadi disiplin ilmu yang 
abstrak, terutama ekonomi politik yang berkaitan dengan kelembagaan 
(O’Hara, 2007). 
Dalam ekonomi kelembagaan dikenal adanya teori ekonomi 
biaya transaksi. Ekonomi kelembagaan itu sendiri merupakan cabang 
ilmu ekonomi yang menekankan pada pentingnya aspek kelembagaan 
dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja (Black, 
2002 dalam Cahyani, 2014). Salah satu alat analisis dalam ilmu ekonomi 
kelembagaan adalah ekonomi biaya transaksi (transaction cost 
economics). Biaya transaksi didefinisikan sebagai biaya-biaya untuk 
melakukan proses negosiasi, pengukuran, dan pertukaran informasi. 
Menurut Mburu (2002:42) dalam Yustika (2013:62), biaya transaksi 
dapat diartikan untuk memasukkan tiga kategori yang lebih luas, yaitu: 
(1) biaya pencarian dan informasi; (2) biaya negosiasi (bargaining) dan 
keputusan atau mengeksekusi kontrak; dan (3) biaya pengawasan 













Sumber: Yustika (2013:68) 
Ekonomi biaya transaksi dapat bekerja dalam tiga level skema 
diatas (gambar 2.1). Kelembagaan tata kelola/institutions of governance 
(kontrak intra-perusahaan, korporasi, birokrasi, nonprofit, dan sebagainya) 
di batasi oleh lingkungan di atasnya yaitu lingkungan kelembagaan dan 
oleh lingkungan dibawahnya yaitu individu. 
Dalam ekonomi kelembagaan juga mengenal istilah teori modal 
sosial. Menurut Poldan dalam Yustika (2013, 138-139), modal sosial 
sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu 
sosial. Modal sosial baru eksis apabila ia berinteraksi dengan struktur 
sosial. Modal sosial merupakan entitas majemuk yang mengandung dua 
elemen: (i) modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; dan 














individu maupun kelompok- di dalam struktur tersebut. Dengan dasar 
tersebut, modal sosial bisa merujuk kepada norma atau jaringan yang 
memungkinkan orang untuk melakukan kegiatan kolektif. 
Dalam masyarakat tradisional, hubungan transaksi ekonomi yang 
selalu berulang dan menghasilkan pencapaian yang bagus, dalam jangka 
panjang mempunyai ekspektasi untuk terus bertahan. Hal ini berkaitan 
dengan bentuk teori modal sosial bentuk ekspektasi dan kepercayaan. 
Bentuk-bentuk modal sosial selalu berkaitan dengan struktur sosial di 
mana masyarakat tersebut berdiam. Seseorang yang dianggap jujur dan 
memiliki reputasi bagus akan lebih mudah untuk memeroleh penghargaan 
(reward). Orang yang mempunyai reputasi bagus inilah bisa 
ditransformasikan menjadi keunggulan untuk memeroleh benefit ekonomi 
(Yustika, 2013:141). 
Modal sosial, dalam operasionalisasinya memiliki empat macam. 
Pertama menurut sumber dan pengejawantahannya, secara struktur modal 
sosial terdiri dari peran dan aturan, jaringan dan hubungan interpersonal 
dengan pihak lain, serta prosedur dan kejadian. Sedangkan aspek 
kognisinya terdiri dari norma-norma, nilai-nilai, perilaku, dan keyakinan. 
Kedua, menurut cakupannya, struktur modal sosial terbentuk dari 
organisasi sosial dan aspek kognisinya mewujud dalam budaya sipil (civic 
culture). Ketiga, menurut elemen-elemen umum, struktur modal sosial 
terbangun berdasarkan ekspektasi yang mengarah kepada perilaku kerja 
sama yang saling menguntungkan. Aspek kognisinya sangat tergantung 
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dari kesepakatan anggota-anggota yang terlibat dalam hubungan kerjasama 
tersebut. 
 Dalam pandangan kelembagaan (institutional view), jaringan 
komunitas dan masyarakat sipil merupakan produk dari sistem politik, 
hukum, dan lingkungan kelembagaan. Sehingga dalam pandangan 
kelembagaan menempatkan modal sosial sebagai variabel dependen. Hal 
ini berarti kelembagaan menganggap kapasitas kelompok-kelompok sosial 
untuk melakukan aksi/tindakan menurut kepentingan kolektifnya 
tergantung kepada mutu kelembagaan formal di mana kelompok tersebut 
tinggal/berdiam. Studi yang dilakukan oleh Knack dan Keefer (1995, 
1997) dalam Yustika (2013) yang melihat efek kinerja pemerintah 
terhadap kinerja ekonomi, menghasilkan temuan bahwa kepercayaan, 
aturan hukum, kebebasan sipil, dan kualitas birokrasi memiliki efek positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara jelas, keduanya menyimpulkan 
bahwa modal sosial dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan 
memperbaiki, atau pada level minimum tidak membuat lebih buruk 
ketimpangan pendapatan. 
 Dalam kegiatan transaksi, modal sosial bisa menjadi basis sumber 
daya ekonomi (economic resource). Modal sosial sebagai sumber daya 
bermakna bahwa komunitas bukanlah suatu produk atau hasil (outcome) 
pertumbuhan ekonomi tetapi merupakan prakondisi bagi tercapainya 
pertumbuhan ekonomi. Ketika pasar dan pemerintah gagal dalam 
menggerakkan kegiatan ekonomi, seperti dalam mengatasi persoalan 
eksternalitas, barang publik, hak kepemilikan dan monopoli, modal sosial 
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dapat menjadi alternatif yang efisien dalam menggerakkan kegiatan 
ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi selalu berupa kerja sama antar 
pelakunya. Modal sosial menyatakan kerja sama tergantung dari 
kepercayaan. Modal sosial juga menghasilkan akumulasi modal, 
kemahiran keterampilan, inovasi, transfer informasi dan teknologi, dan 
mengurangi biaya transaksi. Modal sosial juga memfasilitasi pengelolaan 
kepemilikan bersama dan penyediaan barang publik, peningkatan 
investasi, dan mengurangi biaya sosial kriminalitas, korupsi, dan bentuk-
bentuk tindakan tercela lainnya. Pada akhirnya modal sosial merupakan 
pilar penting dalam kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
pencapaian pembangunan (Yustika, 2013). 
3. Perekonomian Daerah 
Dalam sasaran fundamental pembangunan ekonomi daerah, 
sasaran yang harus dicapai daerah adalah meningkatnya laju pertumbuhan 
ekonomi daerah, meningkatnya pendapatan per kapita daerah, mengurangi 
kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Dalam beberapa studi dan 
kajian, ketiga sasaran pembangunan daerah tersebut menunjukkan adanya 
hubungan dengan demokrasi. Demokrasi sering dipandang sebagai sebuah 
barang mewah. Artinya, permintaan akan demokrasi meningkat sejalan 
dengan naiknya tingkat pendapatan per kapita. Demokrasi pada tahap awal 
pembangunan masih bertentangan dengan pertumbuhan ekonomi yang 
cepat (Kuncoro, 2004). 
Dalam Todaro dan Smith (2006), dijelaskan mengenai pengaruh 
demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa penelitian, 
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sekitar sepertiga penelitian menemukan dampak positif demokrasi 
terhadap pertumbuhan, sepertiga yang lainnya menemukan bahwa 
demokrasi tidak berdampak apa-apa, dan sepertiga sisanya menemukan 
bahwa demokrasi berdampak negatif bagi pertumbuhan. Menurut Ahmed 
Mobarak dalam Todaro dan Smith (2006) rezim demokratik lebih stabil 
daripada rezim autokrasi, sehingga memberikan efek positif pada 
pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi juga di pengaruhi 
oleh kestabilan politik negara tersebut dimana kemerdekaan masyarakat 
sipil dan politis menjadi faktor penentu stabilnya politik suatu negara. 
Bhalla dalam Kuncoro (2004) mengemukakan bahwa adanya 
pengaruh positif demokrasi terhadap pertumbuhan. Ketika demokrasi 
berjalan dengan baik, pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cepat 
dan akan menetes kepada pembangunan manusia. Menurutnya, sebuah 
rezim demokratik cenderung lebih melindungi properti dan hak kontrak 
yang sangat penting untuk berjalannya mekanisme pasar yang didorong 
oleh sektor swasta. 
Jika digabungkan, hubungan antara pembangunan manusia, 
demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi akan menghasilkan suatu hubungan 











Gambar 2.2 Virtuous Triangle 
     Pembangunan Manusia 
(1)    (2) 
 
Pertumbuhan Ekonomi (4) Demokrasi 
(3) 
Sumber: Kuncoro (2004) 
Pembangunan Manusia berpengaruh positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung 
melalui demokrasi. Pengaruh langsung pembangunan manusia terhadap 
pertumbuhan ekonomi (hubungan 1) misalnya tingkat melek huruf yang 
tinggi, tingkat kematian bayi yang rendah, dan tingkat kesenjangan dan 
kemiskinan yang rendah memberikan kontribusi positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia mempunyai pengaruh tidak 
langsung terhadap pertumbuhan melalui konsolidasi demokrasi. Tingkat 
melek huruf yang tinggi, kesehatan yang baik, dan kesamaan kesempatan 
memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan membantu 
dalam membangun konsensus atas tujuan pembangunan (hubungan 2). 
Demokrasi yang partisipatif merupakan alat yang efektif bagi 
pengumpulan suara dan resolusi konflik, dan pada gilirannya 
meningkatkan stabilitas politik dan sosial. Dengan memberdayakan 
masyarakat dan inisiatif lokal maka efisiensi pilihan investasi dan 
penyediaan jasa meningkat (Kuncoro, 2004). 
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Di Asia, demokratisasi berjalan beriringan dengan desentralisasi. 
Seperti di India yang sudah lama menerapkan praktek demokratisasi, telah 
menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Di 
Tiongkok, telah berjalan desentralisasi sampai pada tahap tertentu namun 
terkendala masalah korupsi. Di Indonesia sendiri, desentralisasi secara 
penuh di mulai pada era reformasi dengan terbitnya undang-undang 
otonomi daerah No. 25 tahun 1999 (Kuncoro, 2004, dan Todaro dan 
Smith, 2006). 
Menurut Kuncoro (2004), desentralisasi merupakan suatu sistem 
administrasi pemerintahan yang memberikan kuasa penuh kepada daerah 
untuk mengurusi sendiri segala urusan daerahnya. Lahirnya konsep 
desentralisasi merupakan upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan 
yang demokratis dan mengakhiri pemerintahan yang sentralistik. 
Desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-
kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan tertentu yang 
diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan administrasi 
sendiri, sehingga akan dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak 
mengatur kepentingan daerahnya.  
Dalam sistem desentralisasi, pemerintah daerah bertanggung 
jawab akan pembangunan ekonomi daerah tersebut. Arsyad (2010:374) 
menjelaskan tentang pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan 
ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 
masyarakat saling bekerja sama dalam mengelola sumberdaya yanag ada 
di daerah dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah 
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dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan 
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. 
Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 
meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat 
seharusnya secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 
daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah di bantu oleh masyarakat 
dengan segala sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi 
daerah tersebut. Untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah 
tersebut, pemerintah daerah tidak akan luput dari masalah. Masalah pokok 
tersebut adalah penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan 
yang didasarkan pada ciri khas (unique value) dari daerah tersebut dengan 
menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan 
sumberdaya fisik (Arsyad, 2010). 
Kinerja pemerintah daerah akan dilihat seberapa besar 
pengaruhnya terhadap masyarakat. Beberapa indikator digunakan untuk 
mengukur kinerja pemerintah daerah. Beberapa indikator yang sering 
digunakan adalah: pertumbuhan ekonomi, pendapatan domestik regional 
bruto (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPM). 
a. Pertumbuhan Ekonomi Regional 
Teori mengenai pertumbuhan ekonomi regional dikutip dari teori 
ekonomi makro dan ekonomi pembangunan dengan adanya perubahan 
pada batas wilayah dan disesuaikan dengan lingkungan operasionalnya, 
dilanjutkan dengan teori yang dikembangkan asli dalam ekonomi 
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regional. Dalam ekonomi makro dan ekonomi pembangunan, ekspor 
dan impor adalah perdagangan dengan luar negeri, sedangkan dalam 
ekonomi regional hal itu berarti perdagangan dengan luar wilayah 
(termasuk perdagangan dengan luar negeri). Teori pertumbuhan yang 
digunakan dalam ekonomi regional sama dengan teori pertumbuhan 
nasional yang ada dalam ekonomi makro. Akan tetapi yang dibahas 
dalam ekonomi regional adalah satu wilayah tertentu (Tarigan, 2012). 
Tarigan (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 
wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan 
yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 
(added value) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas 
jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut 
(tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar 
dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Menurut 
Boediono dalam Tarigan (2012) pertumbuhan ekonomi adalah proses 
kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Jadi persentase 
pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan 
jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa 
pertumbuhan itu akan berlanjut. 
Dalam Arsyad (2010:269-270), ada empat faktor utama yang 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (daerah) yaitu: 
Akumulasi modal (termasuk semua investasi dalam bentuk tanah, 
peralatan fisik, dan sumberdaya manusia, pertumbuhan penduduk, 
kemajuan teknologi, dan sumberdaya institusi (sistem kelembagaan).  
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Tarigan (2012:51-52) menjelaskan pertumbuhan yang mantap 
terjadi bila arus modal dan tenaga kerja interregional yang bersifat 
menyeimbangkan. Arus modal akan bermanfaat jika dapat terakumulasi 
dengan baik. Misalnyapendapatan pada masa sekarang yang ditabung 
kemudian diinvestasikan untuk memperbarui peralatan-peralatan pabrik 
sehingga dapat memperbesar output pada masa yang akan datang. 
Investasi tersebut akan mendorong terciptanya akumulasi modal yang 
positif yang akan menambah ketersediaan sumberdaya-sumberdaya 
baru atau akan dapat meningkatkan kualitas sumberdaya-sumberdaya 
yang sudah ada (Arsyad, 2010:270-271). 
Kemudian, tenaga kerja yang dihasilkan dari pertumbuhan 
penduduk akan menghasilkan kenaikan pada jumlah angkatan kerja 
(labour force) yang secara tradisional dianggap sebagai faktor positif 
dalammerangsang pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena semakin 
banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga 
kerja dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi 
pasar domestik (Arsyad, 2010:271-272). 
Menurut para ekonom, kemajuan teknologi merupakan faktor 
penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi ini bisa 
berupa cara-cara baru atau cara-cara lama yang diperbaiki untuk 
melakukan suatu pekerjaan tertentu,  misalnya saja cara menanam padi. 
Dengan kemajuan teknologi, padi yang biasanya panen satu tahun dua 
kali bisa panen empat kali dalam setahun. Kemajuan teknologi ini 
diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok. Yang pertama kemajuan 
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teknologi bersifat netral. Yang kedua kemajuan teknologi yang bersifat 
menghemat tenaga kerja. Dan yang ketiga kemajuan teknologi yang 
bersifat menghemat modal (Arsyad, 2010). 
Faktor pertumbuhan ekonomi daerah yang terakhir adalah 
sumberdaya institusi. Hal ini berbeda dengan teori pertumbuhan 
neoklasik dimana sumberdaya institusi tidak diperhitungkan dalam 
salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Menurut ahli teori neoklasik, 
hanya ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam pandangan 
ekonom neoklasik institusi dalam hal ini pemerintah dapat menghambat 
kinerja perekonomian yang di topang oleh pasar. Karena dengan 
kuasanya, pemerintah bisa membuat regulasi atau peraturan yang dapat 
menghambat swasta untuk berkembang. Misalnya saja regulasi yang 
ketat dalam hal investasi, baik investasi dalam negeri maupun luar 
negeri. Kemudian mengenakan tarif pajak yang lebih tinggi dari daerah 
lain sehingga pengusaha enggan berusaha di daerah tersebut  (Tarigan, 
2012:52-55). 
Menurut Douglas C. North (1991) – pemenang nobel ekonomi 
1993 - dalam Arsyad (2010) anggapan sebagian besar ekonom arus 
utama (mainstream) selama ini yang menyatakan bahwa mekanisme 
pasar merupakan penggerak utama perekonomian dan menafikkan 
peran institusi adalah keliru. Institusi adalah aturan-aturan yang 
mengatur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Institusi ini terdiri dari 
aturan informal mencakup adat istiadat, tradisi, norma sosial, dan 
agama dan aturan formal mencakup konstitusi, undang-undang, 
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peraturan-peraturan, dan hak kepemilikan. Hal inilah yang menjadikan 
peran institusi menjadi penting dalam pertumbuhan dan pembangunan 
ekonomi. 
Aspek non-ekonomi seperti institusi dan lingkungan sering 
diabaikan oleh ahli ekonomi konvensional. Padahal institusi dan 
lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan pola perilaku 
ekonomi masyarakat. Misalnya, struktur politik dan sosial yang tidak 
mendukung akan menimbulkan distorsi dalam ekonomi. Menurut 
Veblen dalam Arsyad (2010), masyarakat adalah fenomena evolusi 
dimana segala sesuatunya akan terus mengalami perubahan. 
Ada empat fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung 
kinerja perekonomian yaitu: 
1. Menciptakan pasar (market creating): institusi yang melindungi 
hak kepemilikan dan memastikan pelaksanaan kontrak. 
2. Mengatur pasar (market regulating): institusi yang mengatur 
eksternalitas, skala ekonomi dan ketidaksempurnaan informasi 
untuk menurunkan biaya transaksi. 
3. Menjaga stabilitas (market stabilizing): institusi yang menjaga 
agar tingkat inflasi tetap rendah, meminimumkan 
ketidakstabilan makroekonomi, dan mengendalikan krisis. 
4. Melegitimasi pasar (market legitimizing): institusi yang 
memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk 
mengatur redistribusi dan mengelola konflik. 
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Daerah-daerah dengan institusi yang baik lebih mampu 
mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya yang ada secara lebih efisien. 
Sehingga perekonomiannya bisa bekerja dengan baik. Institusi yang 
kuat juga akan melahirkan kebijakan ekonomi yang tepat dan kredibel, 
sehingga berbagai bentuk kegagalan pasar bisa teratasi (Arsyad, 
2010:276-277).  
b. Kemiskinan 
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan 
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat 
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan 
oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya 
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan bisa 
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan 
kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada satu set standard 
yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. 
Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari populasi 
yang makan dibawah jumlah yang cukup menopang kebutuhan tubuh 
manusia (2000-2500 kalori per hari untuk laki-laki dewasa). 
Menurut Badan Pusat Statistika, kemiskinan adalah 
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar 
makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. 
Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis 
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kemiskinan sendiri mempunyai dua komponen yaitu Garis Kemiskinan 
Makanan dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan.  
Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan absolut sebagai hidup 
dengan pendapatan dibawah USD $ 1/hari dan kemiskinan menengah 
untuk pendapatan dibawah $2/hari, dengan batasan ini maka 
diperkirakan pada 2001, 1,1 milyar orang didunia mengonsumsi kurang 
dari $1/hari dan 2,7 milyar orang didunia mengonsumsi kurang dari 
$2/hari. Proporsi penduduk negara berkembang yang hidup dalam 
kemiskinan ekstrem telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 
2001.  
c. Indeks Pembangunan Manusia 
Gary Becker, peraih nobel ekonomi di bidang modal manusia 
dalam Mankiw (2006) mengemukakan bahwa modal manusia adalah 
kunci pertumbuhan ekonomi. Beberapa ekonom lain juga berpendapat 
bahwa modal manusia sangat lah penting untuk pertumbuhan ekonomi 
karena modal manusia membawa eksternalitas positif. Selain itu, modal 
manusia sama seperti investasi dalam modal fisik yang mempunyai 
biaya kesempatan. 
United Nations for Development Program (UNDP) sejak tahun 
1990 mengembangkan sebuah indeks untuk mengukur kinerja 
pembangunan yang disebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM 
(Human Development Index). Nilai IPM ini diukur dari tingkat harapan 
hidup, tingkat melek huruf dan pendapatan riil per kapita berdasarkan 
paritas daya beli (Arsyad, 2010). 
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Menurut BPS (2009:9) dalam Badrudin (2012:154), Indeks 
Pembangunan Manusia merupakan capaian pembangunan manusia 
berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dihitung 
berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu 
angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang 
kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang 
mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya 
beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari 
rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan 
pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan 
untuk hidup layak. 
Nilai IPM suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan-
kebijakan internal pemerintah daerah tersebut terkait mengenai aspek 
pembangunan manusianya. Kebijakan pemerintah daerah yang 
mendukung aspek pembangunan manusia dapat dilihat dari proporsi 
anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk memberikan bantuan 
biaya pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu dan bantuan biaya 
kesehatan. Karena kedua sektor tersebut merupakan indikator acuan 
indeks pembangunan manusia. Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah 
Meksiko dengan program Progresanya, mereka mampu meningkatkan 
jumlah anak bersekolah dari golongan miskin dalam kurun waktu 2 
tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya institusi atau pemerintah yang 
mendukung progam pembangunan manusia untuk pertumbuhan 
ekonomi (Arsyad, 2010, dan Mankiw, 2006). 
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B. Landasan Konseptual 
1. Kehidupan Pesantren 
Pesantren ialah institusi pendidikan islam khas nusantara. Model 
pendidikan pesantren berbeda dengan model madrasah di Timur Tengah. 
Dalam sejarahnya, pesantren ialah model pendidikan islam tertua di 
Indonesia, meski secara institusi baru dikenal pada abad ke XVII Masehi. 
Dalam Hajar (2009:41) dijelaskan mengenai ciri khas pesantren yang tidak 
dimiliki oleh lembaga pendidikan lain. Ciri khas tersebut adalah Panca Jiwa 
kepesantrenannya, yaitu: keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah 
islamiyah, dan kemerdekaan. Soebardi dan Johns dalam Dhofier (2011:40) 
menjelaskan mengenai peranan kunci pesantren dalam penyebaran islam dan 
dalam pemantapan ketaatan masyarakat kepada islam di Indonesia sejak awal 
pertumbuhannya. Menurutnya lembaga pesantren adalah lembaga yang paling 
menentukan watak keislaman kerajaan-kerajaan islam, dan memegang 
peranan penting dalam penyebaran agama islam sampai ke pelosok-pelosok 
desa. Untuk dapat memahami sejarah islamisasi di Indonesia, harus 
mempelajari lembaga pesantren, karena lembaga pesantren inilah yang 
menjadi anak panah penyebaran islam di Indonesia. 
Sebelum dikenal dengan nama pesantren, pendidikan yang ada di 
pesantren lebih dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok berasal dari 
pengertian asrama-asrama para santri atau tempat tinggal yang dibuat dari 
bambu, atau berasal dari bahasa arab, funduq, yang artinya hotel atau asrama. 
Perkataan pesantren sendiri berasal dari kata santri yang dengan 
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menambahkan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal para 
santri. Menurut Berg dalam Dhofier (2011), istilah santri berasal dari kata 
shastri yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci 
Agama Hindu, atau seorang ahli sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Ada 
beberapa ahli yang berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya 
adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia yang pada masa 
masyarakat menganut agama Hindu Budhha bernama mandala kemudian 
Islam datang dan diislamkan oleh para kiai sehingga berubah menjadi 
pesantren (Dhofier, 2011:41). 
Sistem pengajaran dalam pesantren juga terdapat beberapa tingkatan 
seperti pada pendidikan formal. Untuk pendidikan dasar, sistem yang 
digunakan adalah sistem sorogan. Dimana sistem ini bersifat individual 
dimana murid-murid mendatangi gurunya. Dalam taraf ini, para guru lebih 
menekankan kualitas, sehingga para guru tidak tertarik dengan jumlah murid 
yang banyak. Masuk pada tingkatan selanjutnya, sistem pengajaran di 
lingkungan pesantren berubah menjadi sistem bandongan. Dalam sistem ini 
sekelompok murid mendengarkan seorang guru yang membaca, 
menerjemahkan, menerangkan, bahkan seringkali mengulas buku-buku islam 
dalam bahasa Arab. Kelompok ini disebut kelompok musyawarah atau 
kelompok halaqah (kelompok seminar). Terkadang dalam sistem bandongan 
ini kiai menyuruh santri senior untuk mengajar dalam suatu halaqah. Santri 
senior yang melakukan praktik mengajar disebut ustad. Satu-dua ustad senior 
yang sudah matang dengan pengalaman mengajarkan kitab-kitab besar akan 
memperoleh gelar “kyai muda” (Dhofier, 2011:53-57). 
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Dalam tradisi pesantren, dikenal pula sistem ijazah yang bentuknya 
tidak seperti yang kita kenal dalam sistem modern. Ijazah model pesantren itu 
berbentuk pecantuman nama dalam suatu daftar rantai transmisi pengetahuan 
yang dikeluarkan oleh gurunya terhadap muridnya yang telah menyelesaikan 
pelajarannya dengan baik tentang suatu buku tertentu, sehingga si murid 
tersebut dianggap menguasai dan mengajarkannya kepada orang lain. Tradisi 
ijazah ini hanya dikeluarkan untuk murid-murid tingkat tinggi dan hanya 
mengenai kitab-kitab besar dan masyhur. Para murid yang telah mencapai ke 
tingkat yang cukup tinggi disarankan untuk membuka pengajian, sedangkan 
yang memiliki ijazah biasanya dibantu untuk mendirikan pesantren. 
Hubungan antara guru dengan murid yang sedemikian rupa sehingga anjuran-
anjuran yang diberikan oleh sang guru dianggap oleh si murid sebagai 
perintah yang mutlak harus dikerjakan (Dhofier, 2011:48). 
2. Kyai: Tokoh Kharismatik, Elit Lokal, dan Patron bagi Kliennya 
Kata kyai dalam terminologi Jawa memiliki makna sesuatu yang 
diyakini memiliki tuah atau keramat. Artinya, segala sesuatu yang memiliki 
keistimewaan dan keluarbiasaan dapat dikategorikan sebagai kyai. Dalam 
masyarakat jawa, terdapat benda-benda bahkan binatang yang disebut kyai 
karena dianggap mempunyai keistimewaan (keramat). Orang Jawa, 
menamakan kyai kepada siapa pun atau apa saja yang mereka puja dan 
mereka hormati. Misalnya, Kyai Sabuk Inten, Kyai Nagasasra, dan Kyai 
Pleret (senjata). Bahkan, di kota Solo terdapat seekor kerbau bule yang oleh 
masyarakat sekitar dinobatkan sebagai kyai, karena diyakini dapat 
mendatangkan berkah, yaitu Kyai Slamet (Hajar, 2009). 
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Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, terutama masyarakat 
muslim Indonesia yang hidup di Jawa, istilah kyai pada gilirannya dirujukan 
kepada figur seorang pemimpin non-formal-kultural yang dianggap memiliki 
ilmu keagamaan yang kemudian dikenal dengan ulama’.Dalam Dhofier 
(2011), Kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang 
ahli agama islam yang mengajarkan kitab-kitab klasik kepada santrinya. 
Feillard (1999:356) mendefinisikan kyai sebagai seorang dengan kapasitas 
keilmuan agama yang tidak diragukan lagi. Sedangkan Koirudin (2005) 
menjelaskan Kyai adalah sebutan kehormatan bagi elite agama, khususnya di 
masyarakat Jawa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kyai 
merupakan panutan bagi masyarakat karena mempunyai pengetahuan yang 
lebih dalam bidang agama dan mengajarkannya kepada masyarakat baik 
dalam lingkungan umum maupun di dalam pesantren.  
 Lambat laun kyai dan ulama’ dianggap sebagai dua istilah yang sama. 
Pada dasarnya, kurang tepat menyamakan makna ulama’ dengan kyai. Kyai 
dibedakan dari ulama lantaran pengaruh kharismanya yang luas. Kyai 
mempunyai keunggulan baik secara moral maupun sebagai seorang alim. 
Sedangkan ulama disahkan oleh faktor keturunan dari keluarga ulama dan 
didukung oleh keluarga ulama yang secara tradisional mencetak dan 
menyediakan kader ulama. Namun pemaknaan ini dipergunakan ketika tidak 
menemukan padanan kata kyai dalam bahasa Arab yang lebih dekat dari pada 




Hajar (2009:22-38) menjelaskan bahwa kyai memiliki otoritas dan 
cakupan lebih luas sebab tidak hanya meliputi masalah agama saja tetapi juga 
mengandung dimensi sosio-religi yang lekat. Kyai adalah seorang yang 
ucapan dan tindak-tanduknya selalu diikuti oleh santri (baca: masyarakat), 
atau dapat diistilahkan sebagai “almuntaha ilaihi al-qaul (fatwa kyai sebagai 
tempat rujukan pokok)”. Bahkan dalam ranah politik, restu kyai menjadi 
semacam tiket khusus untuk menembus cakrawala politik. Karena kyai adalah 
pewaris para nabi, maka peran sosial kyai akan sejalan dengan peran-peran 
sosial kerasulan sehingga tugas kyai tidak jauh berbeda dengan tugas 
kerasulan. 
Pengaruh kyai diperhitungkan baik oleh pejabat-pejabat nasional 
maupun pejabat-pejabat lokal di daerah. Pengaruh ini sepenuhnya ditentukan 
oleh kualitas kekharismaan kyai. Satu-satunya kekuatan kyai ditengah-tengah 
masyarakat adalah kharisma yang dimilikinya.Anderson dan Oomen dalam 
Horikoshi (1987:213-215) menegaskan bahwa karisma terletak pada 
pandangan terhadap miliknya, dan hal ini merupakan sebutan yang 
disandangkan kepada pribadi yang karismatik. Karisma merupakan sifat-sifat 
yang tidak bisa ditegaskan secara definitif dan barangkali hanya bisa dikenali 
lewat sederetan kepribadian kuat, berpengaruh besar, tekun, pemberani, tegas, 
penuh percaya diri dan berpandangan luas yang menjelma dalam kata, ide, 
tindakan dan sikap. Sedangkan menurut Parsons dalam Horikoshi (1987:213-
215) bahwa karisma bukanlah kenyataan metafisik akan tetapi sebuah kualitas 
manusia yang sepenuhnya bisa diamati secara empirik, dan hal-hal yang 
berkaitan dengan perbuatan dan sikap manusia. Interaksi karismatik hanya 
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mungkin terjadi jika terdapat kekuatan pengaruh dari pihak dominan dan ada 
tanggapan positif dari mereka yang dibawahi, dimana masing-masing 
menyatakan kesediaannya untuk mencapai tujuan bersama. (Horikoshi, 
1987:211-217, Hajar, 2009:22-24). 
Dengan kharisma yang dimiliki tersebut, kyai menyandang status elit 
lokal. Menurut Thompson (1975) dalam Koirudin (2005), elit lokal dapat 
terdiri dalam berbagai bentuk berdasar pada sumberdaya yang dimilikinya. 
Ada elit lokal yang muncul karena kekuatan ekonominya seperti pengusaha 
atau tuan tanah yang mampu menggerakkan masyarakat di sekitarnya. Ada 
pula elit lokal yang kemunculannya di dapat dari kekuasaan publik seperti 
pejabat birokrasi di daerah yang dapat menentukan arah sosial dan 
mengendalikan warga di sekitarnya. Dan yang terakhir elit lokal yang 
terbentuk karena kharisma yang dimilikinya, kyai masuk dalam kategori elit 
lokal yang terakhir ini karena kyai mempunyai kharismanya. Kharisma ini 
dapat muncul karena kekuatan fisik maupun kekuatan non-fisik, termasuk 
legitimasi budaya masyarakat yang menempatkannya menjadi elit lokal. 
Kata “elite” sendiri mulai digunakan pada abad ketujuh belas untuk 
menggambarkan barang-barang dengan kualitas sempurna, kemudian kata ini 
penggunaannya diperluas untuk kelompok-kelompok sosial unggul, misalnya 
unit-unit militer kelas satu atau bangsawan yang mempunyai tingkatan tinggi 
(Subiyakto, 2011:43). Elite muncul karena ada penilaian seseorang atau cara 
pandang yang mempengaruhi seseorang. Elite tidak ada dengan sendirinya. 
Hal ini dikarenakan ia ada karena bagian atau suatu keadaan orang lain. 
Sedangkan elite lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan strategis dan 
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mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkungan 
masyarakat. Elite yang seperti ini adalah elite non-politik. Elite non-politik 
meliputi elite keagamaan, elite organisasi kepemudaan, profesi, dan lain 
sebagainya (Nurhasim, 2005:13 dalam Subiyakto, 2011:43-44). 
Keberadaan elite lokal ini akan sangat mempengaruhi dinamika politik 
di tingkat lokal. Bagi demokrasi, keberadaan elite lokal ini mempunyai 
dampak baik sekaligus buruk bila tidak proporsional dalam memosisikannya. 
Dalam membangun kekuatan politiknya, mereka akan masuk ke segala lini 
mulai dari mempengaruhi netralnya lembaga politik yang independen sampai 
kepada menggalang dukungan (Koirudin, 2005:25-27). 
Terutama dalam masyarakat yang menganggap bahwa pranata kyai 
mempunyai peran penting dalam sistem sosial yang berlaku, peran institusi 
kyai sebagai elite lokal berdampak secara nyata dalam pilihan-pilihan politik 
yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan suatu pola hubungan 
yang lazim disebut hubungan patron-klien. Munculnya pola hubungan patron-
klien ini tidak terlepas dari faktor budaya di Indonesia yang tidak rasional. 
Budaya yang berkembang dalam perikehidupan mayoritas masyarakat 
Indonesia dari dulu hingga kini adalah budaya patron-klien (Koirudin, 
2005:30). 
Akar terbentuknya budaya patron-klien di Indonesia merupakan 
kepanjangan sejarah dari konteks aristrokat Indonesia kuno. Seperti pada 
zaman dulu, raja adalah segalanya dan masyarakat adalah abdi atau kawula 
bagi rajanya. Pada saat ini, budaya patron-klien dapat berupa loyalitas dan 
dedikasi yang diberikan oleh bawahan (klien) kepada atasannya (patron). 
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Dalam pola hubungan kyai dan santri pun sama, santri mempunyai loyalitas 
dan dedikasi yang tinggi terhadap kyainya (Koirudin, 2005:31). 
Dalam Koirudin (2005:34-35), hubungan patron-klien kyai dengan 
santri (masyarakat) disebabkan oleh, yang pertama adalah karena hubungan 
ini bersifat personal dan didukung dengan alasan keagamaan. Santri 
mempunyai anggapan, bila ingin memperoleh ilmu yang barokah dan 
bermanfaat maka harus taat segala titah dan perintah dari kyai. Hal ini 
tertuang dalam kitab Ta’lim al-Muta’alim. Lebih ekstrem lagi ada santri yang 
berpendapat dengan berdasar dalil dari Sayyidina Ali yang mengatakan, ia 
rela menjadi budaknya orang yang pernah mengajarinya, walaupun hanya 
mengajari satu huruf. Kedua, komunitas santri berada di masyarakat 
tradisional yang bersifat paternalistik. Karena kuatnya ikatan primordial, 
kehidupan yang komunalistik, pengaruh adat yang kuat, kokohnya hubungan 
pribadi, dan adanya extended family system, maka dari itu tidak ada seorang 
pun santri yang berani menentangnya. Terlebih santri juga berpegang teguh 
pada kitab yang diajarkan oleh kyainya sehingga membentuk kepatuhan tak 
terbatas pada kyainya yang berakibat membentuk pola patron-klien. 
3. Kyai dan Politik di Indonesia 
Secara historis, peran penting politik kyai sudah terlihat sejak masa 
perlawanan terhadap kolonialisasi hingga perjuangan mewujudkan cita-cita 
kemerdekaan. Kemudian pada masa-masa berikutnya di era 
pascakemerdekaan, orde baru dan reformasi hingga era terkini ketika 
memasuki Pemilu presiden pertama kali pada tahun 2004.Fakta ini semakin 
menguatkan pandangan bahwa islam terkait erat dengan persoalan-persoalan 
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politik, terutama yang melibatkan peran kyai. Kyai tidak hanya sebagai 
representasi pemimpin keislaman dan menyebarkan agama islam, akan tetapi 
rekam jejak kyai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga mewarnai 
dinamika sejarah Indonesia dari masa ke masa. Rentang sejarah yang panjang 
peran kyai dalam kehidupan sosial dan politik di masyarakat tersebut 
membuat hubungan saling keterkaitan peran kyai di masa yang berbeda serta 
beragam faktor yang memengaruhinya (Noeh, 2014:1-2). 
Sejarawan Onghokham dalam Noeh mengatakan, “Sejak penyebaran 
agama Islam di Indonesia, agama Islam memainkan peran politik yang belum 
pernah dipegang agama lain sebelumnya”. Dapat dikatakan bahwa salah satu 
strategi penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para kyai adalah 
dengan memasuki wilayah politik. Para kyai di Indonesia sejak dini telah 
bersinggungan dan menjadi aktor dari sejarah politik Nusantara.Sejak massa 
awal kerajaan islam, para kyai memainkan peranan penting dalam 
pemerintahan. Para kyai banyak masuk sebagai Ketua Mahkamah Islam. 
Selain para kyai, walisongo dalam prosesnya menyebarkan agama islam juga 
tidak terlepas dari politik. Walisongo dengan sengaja mendekati kelompok 
kekuasaan dalam hal ini para raja dan kelompok bangsawan untuk 
memuluskan upaya mereka dalam menyebarkan Islam di Indonesia. 
Kemudian pada akhir abad ke-13 sampai awal abad ke-18 mulai berdiri 
kerajaan-kerajaan islam yang semakin memperlihatkan kekuatan politik islam 
dan proses penyebaran islam bergerak semakin cepat (Koirudin, 2005:48-50, 
dan Noeh, 2014:4). 
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Selama masa pergerakan nasional, perjuangan politik pemuka agama 
berubah ke arah perjuangan fisik merebut kemerdekaan. Para kyai, lewat 
pesantrennya, saling bahu membahu bersama dengan tokoh nasionalis untuk 
mengusir penjajah dari Indonesia. Para kyai mengerahkan para santrinya 
untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan penjajah. Bahkan KH. 
Hasyim Asy’ari pernah mengeluarkan fatwa jihad yang mewajibkan setiap 
muslim untuk terlibat aktif dalam upaya mengusir penjajah. Dalam periode 
ini para kyai benar-benar menjadi kekuatan moral-kultural bagi bangsa 
Indonesia dalam melawan segala bentuk yang tidak sesuai dengan norma, 
etika dan nilai sosial dan agama (Koirudin, 2005:53). 
Setelah masa perjuangan bersenjata berganti menjadi era kebangkitan 
nasional melalui jalur diplomasi, para kyai melakukan melakukan 
meredefinisi terhadap wacana perjuangannya. Beberapa kyai kemudian 
mendirikan organisasi sosial-politik yang dianggap efektif dan efisien dalam 
memperjuangkan cita-cita kemerdekaan. Dimulai dengan berdirinya Syarikat 
Dagang Islam (SDI) oleh pengusaha muslim, H. Samanhudi di Solo pada 
tahun 1911. Kemudian para kyai mendirikan juga mendirikan berbagai 
organisasi keagamaan yang tujuan utamanya tidak lain adalah untuk 
memperjuangkan kemerdekaan. Seperti Muhammadiyah (1912), Persatuan 
Islam (1923), dan Nahdlatul Ulama (1926) (Noeh, 2014:13-15). 
Pada masa orde lama, pemerintah mengeluarkan Maklumat Presiden 
tanggal 3 November 1945 yang isinya memperbolehkan mendirikan partai 
politik. Para ulama dan tokoh islam dari berbagai aliran menggelar kongres di 
Yogyakarta tanggal 7-8 November 1945 yang membahas kemungkinan umat 
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islam mendirikan partai politik sebagai wadah aspirasi umat islam. Kemudian 
di sepakati berdirinya Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan 
dinyatakan sebagai satu-satunya partai umat islam. Akan tetapi pertentangan 
dan konflik yang terjadi di Masyumi membuat partai ini pecah menjadi 
beberapa partai (Koirudin, 2005:53-54, dan Noeh, 2014:26-32) 
Dalam Koirudin (2005:55) dijelaskan memasuki masa orde baru, 
keterlibatan politik kyai mengalami fase stagnasi. Karena kebijakan 
pemerintah Soeharto yang mengharuskan semua kekuatan politik berfusi ke 
dalam partai politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya semua 
kelompok masyarakat, termasuk kyai, dalam melakukan aktivitas politik 
harus mengikuti irama pemerintah. Sehingga banyak kyai yang ditangkap dan 
dipenjarakan karena membangkang pemerintah. 
Fakta diatas merupakan bentuk keterlibatan politik kyai sebelum 
Indonesia merdeka atau zaman penjajahan dan sampai masa setelah 
kemerdekaan sampai tumbangnya rezim orde baru. Pada masa reformasi 
tahun 1998, dengan ditandai dengan tingginya partisipasi publik dalam 
proses-proses politik, kyai semakin terlibat dalam kehidupan politik. Dalam 
era reformasi, peran politik kyai semakin diakui memiliki posisi strategis 
dalam memengaruhi preferensi politik masyarakat. Kyai juga sudah punya 
wadah politik sendiri lewat didirikannya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 
PKB adalah partai yang pendiriannya difasilitasi oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU), sebuah organisasi yang dikawal dan dipimpin oleh 
para kyai. Organisasi ini juga berbasis di pesantren-pesantren, lembaga 
pendidikan milik kyai. Sejak awal, pembentukan PKB sepenuhnya didukung 
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NU dan beberapa kyai. Hal ini bisa dilihat pada tim pembentukan PKB yang 
disebut tim lima. Tim ini beranggotakan KH. Ma’ruf Amin (Rais 
Syuriah/Koordinator Harian PBNU), KH. Dawam Anwar (Katib Amm 
PBNU), Dr. KH. Said Aqiel Siraj (Wakil Katib PBNU), H. M. Rozi Munir, 
SE., M.Sc. (Ketua PBNU) dan H. Achmad Bagja (Sekjen PBNU). Selain itu 
PBNU juga menginstruksikan kepada PWNU dan PCNU di seluruh Indonesia 
agar dalam menyusun kepengurusan PKB, baik Dewan Syura maupun 
Tanfidz harus memenuhi kriteria: Ulama, Kyai/Nyai pemimpin pesantren, 
tokoh kharismatik, tokoh panutan dan tokoh yang banyak pengikutnya (Noeh, 
2014:40-47). 
C. Posisi Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang 































































































































































































RDI. Hal ini 
mengindikasika

























































































































Kyai ini juga 
berani mendesak 









 Kedua, kyai 
sebagai peserta. 
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Kyai merupakan tokoh sentral di struktur informal masyarakat. 
Pada perhelatan pemilu, para kontestan berusaha untuk mendapatkan suara 
terbanyak agar menjadi pemimpin atau penguasa. Salah satu strategi yang 
sering digunakan adalah dengan mendekati elite lokal masyarakat. Karena 
elite lokal mempunyai pengaruh yang besar di masyarakat. Salah satu elite 
lokal yang ada di Indonesia adalah kyai. Dari predikat elite lokal tersebut 
kyai mempunyai pola hubungan patron-klien dengan santri dan 
masyarakat. Sehingga apa yang menjadi perintah kyai pasti akan ditaati 
oleh santri dan masyarakat. Pun demikian ketika kyai memerintahkan 
untuk memilih salah satu dari kontestan pemilu, hampir dipastikan santri 
dan masyarakat akan mengikuti perintah kyai. Ketika kontestan tersebut 
menang, dia mempunyai kuasa untuk membuat kebijakan yang akan 
berpengaruh pada kyai, santri, dan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
